
SALINAN 

BUPATI KULON PROGO 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

NOMOR 39 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2010 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KULON PROGO, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 61  Tahun 2010 telah diatur Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

9 Tahun 2010  ten tang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, dinyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberian pengurangan dan keringanan pajak 

diatur dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 

pemungutan pajak daerah, perlu menentukan 

kebijakan tarif pajak yang tidak memberatkan 

Wajib Pajak; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 61  Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 18 Tahun 1 9 5 1 ;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 ;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang­ 

Undang 1950 Nomor 12 ,  13 ,  14,  dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 10 Tahun 2017 ;  

7. Peraturan Daerah Ka bu paten Kulon Progo 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan; 

8. Peratuan Bupati Kulon Progo Nomor 61  Tahun 

2010  ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan; 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61  

TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 61  Tahun 2010  tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2010  Nomor 1 Seri B), diubah sebagai 

berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

( 1) BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena 

waris dan hibah wasiat adalah sebesar 5% (lima per 

seratus) dari BPHTB yang seharusnya terutang. 

(2) BPHTB yang seharusnya terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1)  merupakan hasil 

perhitungan dari NPOP dikurangi NPOPTKP 

dikalikan 5 % (lima per seratus). 

2 .  Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan 

berikut: 

a. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari 

pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf a angka 3; 

sebagai 
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b. sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pajak 

yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 huruf a angka 2, huruf b 

angka 1 ,  angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan 

angka 6, serta huruf c; 

c. sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari 

pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a 

angka 1 ;  dan 

d. sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari 

pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a 

angka 4. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundangan Peraturan Bupati 

memerintahkan 

ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon 

Progo. 

SALINAN TELAH SESUAI DEN GAN ASLINY A 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

: 1.. MUHADI, S.H. ,  M.Hum. 
NIP. 19720822 199503 1 003 

Diundangkan di Wates 

pada tanggal 22 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO, 

cap/ttd 

ASTUNGKORO 

Ditetapkan di Wates 

pada tanggal 22 Juni 2020 

BUPATI KULON PROGO, 

cap/ttd 

SUTEDJO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2020 NOMOR 39 


